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ABSTRAK
T™etrmrmry
Detimpau dan aspek ekonomi, usaha burung walet inmi merupakan sualu
prospek uszha yang sangat mﬂnguntungkdn dimana ntlai jual sarangnya mencapai

pe=== rupezh perialogram. Karena keuntungan yang menggiurkan dan cara

memowmdei=yakan yang mudah itulah di kawasan Pondek makin banyak orang
o TesrmecEvaken Z'":=.;'_T:g walet untuk diambil sarangnya. Usaha
=it Summme walet mu dilakukan denpan sistem perjanjian bapi hasil

o gempeioiz dengan pengusaha burung walet.

Ad=pen permasalahan  vang TJC!‘[L[IH angkat adalah Pertama
ﬂ-ﬂ-v;g_ﬂ prosedur pembuatan perjanjian dan bentuk perjanjian antara
pemsusane Dunung walet dengan pengelola rumah burung walet. Kedua
Sasaimanakah sistem bagr hasil dan hak-kewajiban serta tanggung jawab para
pihzk dalam penanjian sistem bagi hasil itu. Ketiga : Apa saja kendala yang
umbul dalam perjanjian sistemn bagi hasil {ersebut serta bagaimana cara
peaveicsalannya

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis Data
tersebhut dskumpulkan melalui penelitian lapangan dengan alat pengumpul data

= cunakan adalah melalul wawancara denpan pengusaha burung walet
_:I.'_-. '-ﬁ"u mempunyai tempal dan modal), selain itu juga dilakukan dengan
pehak pengeloh (yang membudidayakan burung walet).

Setelah data penulis bahas maka ditarik kesimpulan dari permasalahan
yang penulis angkat. Perjanjian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah
mihak hanya berupa kesepakatan yang tidak dibuat dalam sural perjanjian bag
':3_'1 uang hcrsil"at L:.rtulis Surat pcrjanjian bagi hasil }’ﬂ[]g hersii‘al ter!.uh's

arena perjanjiannya lldak ddlam bentuk tcuu[ls rndka dalam praktek scnng
‘.'.:leul permasalahan tentang hak dan kewajiban serla tanggung jawab para pihak,
terutama apak merugikan pibak pengelola karena kedudukannya yang lemah
disint. Jika terjadi permasalahan biasanya para pengelola merundingkannya secara
musyawarah
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A. Latar Belakang Masalah

Pada era persaingan bebas sekarang akan banyak timbulnya persaingan
vang keras dalam mencari pekerjaan yang baru, Selain faktor skill dan
kemampuan juga diperlukan adanya hubungan relasi dan koneks: agar lebih
memperlancar dalam memperoleh pekerjaan. Bagi yang mempunyai modal maka
akan timbul berbagai alternatif lain dalam bidang usaha,

Dewasa ini dalam praktek banvak timbul bentuk-bentuk perjanjian dengan
sisten bagi hasil baik itu dalam bidang pengangkutan, telekomunikasi atau dalam
sistem pembiayaan modal ventura dan masih banyak bentuk usaha lainnya
Tentunya dalam perjanjian bagi hasil tersebut ada suatu perjanjian/kesepakatan
vang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam pembuatan suatu perjanjian tentu adanya kerjasama yang pada
hakekatnya mengindikasikan adanya | (satu) pihak atau lebih yang menjalin
hubungan dengan bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini terlihat
dari 3 (tiga) unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kepasama yang berupa
unsur 2 (dua) pihak/lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Salah satu
perjanjian kerjasama bagi hasil yang akan dibahas disini adalah perjanjian antara
sengelola dengan pengusaha burung wallet dalam membudidayakan burung walet.

Ditinjau dari aspek ekonomi bidang usaha burung walet ini merupakan

<=vu orospek usaha vane menguntunekan dimana nilai jual sarangnya mencapal
I I ; g A !



jutaan rupiah karena keuntunpan vang menggiurkan dan cara membudidayakan
yang mudah itulah maka di kawasan pondok makin banyak orang vang
membudidayakan burung walet. Sebenamnya usaha budidaya burung walet ini
tidak hanya di Kota Padang saja, di kota lain seperti Medan, Jakarta, Surabaya,
Semarang, Pekanbaru, Bagan Siapi-api usaha burung walet ini marak sekali,
hahkan di kota besar lertentu walet diizinkan oleh Pemda setempat dengan
perjanjian bagi hasil.

Sedangkan di kawasan Pondok ini yang akan dibahas adalah sistem
perjanjian bagi hasil antara pengusaha walet selaku yang punya modal dan pihak
pengelola  yang menjaga tempal itu  (yang menjaga bangunan yang
membudidavakan burung walet), Dengan diadakannya perjanjian bagt hasil, maka
kepentinpan  pibak masyarakal yang mengelola rumah burung walet tu
terakomodasikan schingga kesejahteraan akan meningkat,

Dalam perjanjian bagi hasil ini banyak timbul permasalahan sepertt kurang
senangnya para tetangga vang disebelah rumah mereka, dibuat rumah burung
walet karena tidak bersih dan mengganggu keschatan, hak yang diperoleh pihak
pengelola dan pengusaha apakah tidak sesuar dengan kesepakatan, hasil vang
diperoleh dalam [ (satu) kali masa panen (3-4 bulan) apakah cocok dengan vang
21 perjanian alau tidak. berdasarkan pemikiran inilah yang melatarbelakang
memc s untuk menyusun Karya Tulis yang berjudul Perjanjian Bagi Hasil Antara
“=mz=lola dan pengusaha Burung Walet Dalam Usaha Membudidavakan Burung

#zl=1 di Kota Padang Sumatera Barat”,
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PENUTUP

A, Iesimpulan

Dari hasil penelitian setelah diolah dapat disimpulkan :

| Prosedur pembuatan penjanjian lerbentuk sekurang-kurangnya dan 2
(dua) pihak yaitu pihak pengelola dan pengusaha burung walet, Dalam
prosedur pembuatan perjanjian tersebut pthak pengusaha burung walet
memaparkan secara ninei lentang usaha budidaya burung walet dan
rencana ke depan bila panen walet im berhasil. Bila kedua helah pihak
sepakat terhadap rencana itu maka akan timbullah perjanjian diantara
mereka. Perjanjian yang timbul diantara kedua pihak adalab perjanjian
bagi hasil secara lisan, tidak dalam bentuk tertuhis. dalam penanjan
hanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Jadi inti perjanjian disini
adalah kepercayaan diantara para pihak.

2. Dalam Perjanjian Sistem Bagt asil vang terhbat adalah prhak-pihak
yaitu pihak pengusaha (selaku vang punya modal dan yang menyediakan
rumah peternakan burung walet) serta pihak pengelola (yaitu yang
menjaga dan mengelola tempat 1tu, agar tempat 1tu dimasuki oleh burung
walel untuk bersarang) Kedua belah pihak im umwnnya telanh mengenal
satu sama lain sejak lama sehinpga kesepakatan dan Kepercayaan adalah

hal mutlak yang harus ada di antara keduanya
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